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Latar belakang: Program Jaminan Kesehatan Nasional suatu negara bertujuan untuk
mencapai cakupan Universal Health Coverage dan menjamin bahwa setiap warga negara
memiliki akses ke layanan kesehatan. Tujuan: Untuk mengevaluasi aspek-aspek yang
berkaitan dengan keterlibatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional, tantangan yang dihadapi,
dan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan. Metode:
Peneliti menggunakan teknik analisis data sederhana (simplified approach). Peneliti telah
memilih 12 artikel nasional dan 8 internasional untuk penelitian. Hasil: Penelitian ini
menunjukkan bahwa tiga faktor utama memengaruhi keterlibatan dalam Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan: faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor
kebutuhan. Faktor predisposisi termasuk usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan
jumlah keluarga. Kesimpulan: Usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah anggota
keluarga adalah faktor predisposisi. Faktor pemungkin adalah pengetahuan, pendapatan, dan
dukungan keluarga, sementara faktor kebutuhan adalah persepsi dan keinginan keluarga.
Penelitian ini tidak hanya menemukan komponen, tetapi juga menemukan hambatan yang
mempengaruhi partisipasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional dan upaya yang dapat
meningkatkan elemen partisipasi.

PENDAHULUAN

Setiap orang berhak atas hak kesehatan. Di Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menetapkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban penuh untuk mengatur dan melindungi
hak atas kesehatan masyarakat secara optimal. Menurut World Health Organization [1],
pembentukan sistem Universal Health Coverage (UHC) adalah salah satu cara pemerintah
Indonesia untuk memenuhi tanggung jawabnya atas pemenuhan hak kesehatan. Sistem ini adalah
sistem kesehatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang di dunia memiliki akses
yang adil dan merata ke pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Universal Health Coverage berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
dan menuntut upaya pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat. Seseorang dapat
menjadi lebih produktif dan aktif jika memiliki akses ke layanan kesehatan yang tersedia bagi
seluruh masyarakat. Pada saat yang sama, perlindungan risiko keuangan dapat mencegah
seseorang dari kemiskinan ketika mereka harus membayar untuk layanan kesehatan [2].

Sistem pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan untuk mewujudkan cakupan
Universal Health Coverage (UHC)  bagi setiap warga. Untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang
berkelanjutan, setiap negara harus mengembangkan UHC melalui mekanisme asuransi kesehatan
sosial, menurut Resolusi 58 World Health Assemble (WHA) yang diadopsi di Jenewa pada tahun
2005. Untuk mencapai UHC, berbagai negara membentuk asuransi kesehatan nasional. Ini
termasuk Indonesia, Inggris, Jerman, Prancis, Australia, Korea, Taiwan, Filipina, Thailand, Vietnam,
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dan lainnya. Dibentuknya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau National Health
Insurance (NHI) adalah cara pemerintah Indonesia menerapkan program UHC.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan yang melindungi peserta dari pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar bagi mereka yang membayar Iuran
Jaminan Kesehatan, yang dibayar oleh pemerintah pusat atau daerah [3]. Salah satu prinsip
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah prinsip kepesertaan bersifat wajib, yang berarti bahwa
semua orang di Indonesia harus menjadi peserta JKN yang dikelola oleh BPJS. Penyelenggaraan
program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia mengintegrasikan fungsi pembiayaan pelayanan
kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan. Fungsi pembiayaan pelayanan kesehatan
dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, Peserta, dan pemerintah, sedangkan fungsi penyelenggaraan
pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, dan Pemerintah[4].

Beberapa masalah muncul selama pengembangan program asuransi kesehatan nasional, terutama
terkait dengan partisipasi. Untuk mencapai Universal Health Coverage dan menyukseskan Jaminan
Kesehatan Nasional, seluruh warga diwajibkan untuk terdaftar sebagai peserta JKN. Dari tahun
2014 hingga 2019, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia terus meningkat.
Pada tahun 2014, jumlah peserta mencapai 133,4 juta, kemudian naik menjadi 156,8 juta pada
tahun 2015, 171,9 juta pada tahun 2016, 188 juta pada tahun 2017, dan 203,3 juta pada tahun
2018. Jumlah peserta JKN mencapai 224,1 juta pada 2019. Meskipun jumlah peserta JKN terus
meningkat setiap tahun, pencapaian target National Health Insurance (NHI) untuk peningkatan
kepesertaan JKN belum tercapai. Di tahun 2019, target NHI untuk peningkatan kepesertaan JKN
hanya 87%, atau 257,5 juta jiwa penduduk, yang belum memenuhi target. Di tahun 2020, jumlah
peserta JKN juga menurun, turun menjadi 220,6 juta pada bulan April dan 220,6 juta pada bulan
Mei. Pada akhir 2020, 222,5 juta orang terdaftar di BPJS Kesehatan, atau 81,3% dari populasi
Indonesia. Dengan demikian, dari tahun 2019 hingga 2020, partisipasi dalam pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional menurun. Peneliti meneliti pelaksanaan program National Health Insurance
pada aspek kepesertaan di Indonesia karena ada masalah tentang penurunan aspek kepesertaan.
Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan penurunan aspek kepesertaan,
tantangan atau hambatan yang terjadi, dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan
aspek kepesertaan program National Health Insurance.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kajian puskata (review literature), yaitu serangkaian penelitian yang
menggunakan metode pengumpulan data pustaka. Dalam kasus ini, berbagai artikel ilmiah yang
dipublikasikan dalam jurnal digunakan untuk metode pengumpulan data, yang dilakukan melalui
pendekatan sederhana untuk analisis data. Kriteria inklusi dan eksklusi digunakan untuk memilih
artikel ilmiah untuk penelitian ini. Kriteria inklusi mencakup artikel ilmiah yang dimuat dalam
jurnal nasional dan internasional, berbahasa Indonesia dan Inggris, dan memiliki full text dan akses
bebas dari jurnal nasional dan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menemukan 514 artikel internasional dan 78 artikel nasional berdasarkan penelusuran
artikel sesuai dengan keyword yang telah ditentukan. Selanjutnya, peneliti memilih 59 artikel yang
sesuai dengan topik penelitian yang diangkat. Dari 59 artikel yang dipilih, 23 diambil dari Google
Schoolar, 17 diambil dari Portal Garuda, 9 diambil dari Science Direct, 5 diambil dari SpringerLink,
dan 5 diambil dari Proquest. Selanjutnya, peneliti membaca secara menyeluruh semua artikel yang
telah ditemukan dan ditemukan dalam jurnal nasional dan internasional untuk kepentingan mereka.
Selain itu, 39 artikel lainnya tidak memenuhi syarat untuk digunakan karena tidak memenuhi
kriteria yang diminta; misalnya, mereka tidak terindeks, tidak memuat variabel yang perlu diteliti,
dan tidak memberikan penjelasan rinci tentang keterlibatan Nasional Asuransi Kesehatan.
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Figure 1.  Alur Pencarian Artikel   

Dalam penelitian ini, kami akan mengaitkan temuan Review Literature dengan teori Anderson
(1974), yang menyatakan bahwa tiga hal menentukan penggunaan pelayanan kesehatan. Dalam hal
ini, program Jaminan Kesehatan Nasional adalah layanan kesehatan yang dimaksud. Ketiga
komponen ini adalah:

Faktor Predisposisi (Predisposing)

Dalam penelitian ini, faktor predisposisi adalah faktor yang mendorong perubahan perilaku yang
memberikan pemikiran atau keinginan untuk berpartisipasi dalam program Jaminan Kesehatan
Masyarakat.

Umur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa delapan artikel membahas umur sebagai faktor yang
berhubungan dengan kepesertaan dalam asuransi kesehatan nasional. NHI cenderung meningkat
dengan usia [5]. Tingkat kecenderungan morbiditas meningkat seiring bertambahnya umur, dan ini
secara statistik berdampak positif pada kesadaran untuk bergabung dengan Jaminan Kesehatan
Nasional[6]. Prilaku seseorang akan dipengaruhi oleh bertambahnya umur karena proses
pendewasaan terjadi seiring bertambahnya umur. Oleh karena itu, partisipasi dalam program
Jaminan Kesehatan Masyarakat akan membantu orang beradaptasi dengan lingkungannya.
Kelompok umur antara 30 sampai dengan 40 menunjukkan dorongan untuk berpartisipasi dalam
JKN secara mandiri[7].

Jenis Kelamin

Hasil telaah artikel menunjukkan bahwa empat artikel membahas hubungan antara jenis kelamin
dan keterlibatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Kelamin kepala keluarga adalah salah satu
faktor yang mempengaruhi kepemilikan asuransi kesehatan[5]. Keluarga yang kepala keluarganya
adalah perempuan lebih cenderung untuk mendaftarkan keluarganya pada program asuransi
kesehatan nasional. Laki-laki cenderung menghindari risiko dan bertindak acuh tak acuh terhadap
masalah kesehatan. Selain itu, perempuan menjadi lebih sadar akan pentingnya memiliki asuransi
kesehatan. Menurut Siswoyo[8], perempuan lebih cenderung meluangkan waktu untuk pelayanan
kesehatan dibandingkan dengan laki-laki karena mereka memiliki angka kerja yang lebih rendah
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dan insidensi penyakit yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, sepuluh artikel membahas hubungan antara pendidikan dan
kepesertaan asuransi kesehatan nasional. Tingkat pendidikan sangat penting untuk berpartisipasi
dalam Jaminan Kesehatan Nasional karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan
mempengaruhi kemampuan mereka untuk merencanakan dan mengendalikan risiko yang tidak
pasti yang mungkin muncul di masa depan. Dengan kata lain, tingkat pendidikan yang lebih tinggi
akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang asuransi kesehatan, sehingga
mereka lebih sadar akan pentingnya memiliki asuransi kesehatan.

Pekerjaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan adalah salah satu faktor yang berhubungan dengan
kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Pekerjaan seseorang mempengaruhi kepesertaan JKN.
Bekerja untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan. Tingkat
kesejahteraan yang baik dapat membantu seseorang mendapatkan layanan kesehatan yang
diperlukan untuk mempertahankan status kesehatan yang baik. Namun, penelitian ini juga
menemukan bahwa orang yang memiliki pekerjaan lebih suka menjadi pasien umum ketika
seseorang memeriksakan kesehatan di layanan kesehatan. Ini karena mereka tidak puas dengan
layanan kesehatan yang diberikan oleh Jaminan Kesehatan Nasional[9].

Jumlah Anggota Keluarga

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa empat artikel mendiskusikan jumlah anggota keluarga
sebagai salah satu faktor yang berhubungan dengan kepesertaan dalam asuransi kesehatan
nasional. Jumlah keluarga adalah faktor penting dalam mendapatkan asuransi kesehatan nasional
dan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Jumlah tanggungan dan kebutuhan yang harus dibayar oleh
keluarga berkorelasi positif dengan jumlah pengeluaran bulanan mereka.

Hasil penelitian sebagian menunjukkan bahwa rumah tangga dengan jumlah keluarga yang lebih
kecil memiliki kecenderungan lebih besar untuk mendaftarkan keluarganya dalam asuransi
kesehatan nasional. Sebaliknya, keluarga yang memiliki banyak anggota cenderung tidak
mengambil asuransi kesehatan nasional[10].

Faktor Pendukung (Enabling Factor)

Ini menjelaskan bahwa orang yang memiliki kecenderungan untuk menggunakan layanan
kesehatan tidak dapat mendapatkan layanan tersebut tanpa faktor pendukung. Berikut adalah
faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian ini:

Pengetahuan

Hasil analisis artikel menunjukkan bahwa tujuh artikel membahas hubungan antara pengetahuan
dan keterlibatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Sikap positif masyarakat mendukung
pengetahuan yang baik, mendorong seseorang untuk mencegah sakit dengan bergabung dalam
program Jaminan Kesehatan Nasional[7]. Pengetahuan memainkan peran penting dalam
menentukan perilaku seseorang, menurut Notoatmodjo[11]. Jika seseorang memiliki pengetahuan
yang baik tentang sesuatu, mereka akan berperilaku dengan cara yang sama [12].

Pendapatan

Sebanyak enam artikel membahas hubungan antara pendapatan dan keterlibatan dalam Jaminan
Kesehatan Nasional, menurut hasil penelusuran artikel. Sebagian besar penelitian di Negara-
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negara berkembang menemukan bahwa pendapatan merupakan faktor penting dalam keengganan
untuk membayar asuransi kesehatan[13]. Responden dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi
juga lebih cenderung berpartisipasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional[13]. Rumah tangga yang
memiliki pendapatan rendah tidak akan bisa mendapatkan asuransi penuh. Studi sebelumnya di
Desa Poris Gaga [14] juga menemukan hubungan signifikan antara pendapatan dan kepesertaan
Jaminan Kesehatan Nasional, dengan p-value 0,002.

Dukungan Keluarga/ Sosial

Hasil penelusuran artikel menunjukkan bahwa enam artikel membahas hubungan antara dukungan
sosial dan dukungan keluarga dengan keterlibatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Semua
artikel tersebut menunjukkan hubungan antara keduanya. Kepala keluarga yang senang dengan
layanan kesehatan mereka dan tahu tentang skema asuransi kesehatan nasional cenderung
bergabung dengan program tersebut, menurut penelitian Herberholz [15]. Selain itu, karena faktor
dukungan sosial, 30% rumah tangga menolak untuk memperbarui keanggotaan asuransi kesehatan.

Keluarga responden menunjukkan dukungan, baik secara moril maupun materil, yang menunjukkan
bahwa seseorang sangat peduli dan memperhatikan kondisi keluarganya, yang mendorong untuk
mendukung Jaminan Kesehatan Nasional. Pendekatan dan keinginan untuk berpartisipasi dalam
program Jaminan Kesehatan Nasional dapat diubah dengan dukungan keluarga, menurut
Pangestika [16].

Faktor Kebutuhan (Need)

Faktor pemungkin dan pendukung dapat memberi pengaruh pada suatu tindakan apabila dirasa
sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan merupakan dasar dan stimulus langsung untuk menggunakan
pelayanan kesehatan. Faktor Kebutuhan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

Persepsi

Hasil dari penelusuran artikel menunjukkan bahwa enam artikel membahas persepsi dan motivasi
sebagai faktor yang berhubungan dengan partisipasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Persepsi
responden dapat secara signifikan memengaruhi keputusan mereka untuk bergabung dengan
program Jaminan Kesehatan Nasional. Persepsi individu dapat memengaruhi pengambilan
keputusan dan perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi antara faktor internal dan eksternal
pada subjek atau individu yang melakukan perilaku tersebut, termasuk perilaku yang berkaitan
dengan kesehatan. Kemungkinan untuk mendaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional
adalah 7,9 kali lebih besar bagi yang memiliki pandangan positif tentang program tersebut [17].

Motivasi

Menurut hasil penelusuran artikel, artikel ke-18 menemukan korelasi yang signifikan antara
motivasi dan keterlibatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat
motivasi yang lebih tinggi terkait dengan keterlibatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Sebuah
penelitian yang dilakukan oleh Rezki [18] menemukan bahwa motivasi dapat memengaruhi
keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 73,1%; faktor lain memengaruhi 26,9%.
Ada kebutuhan yang harus terpenuhi yang membentuk motivasi. Motivasi adalah keinginan
seseorang untuk melakukan sesuatu untuk meningkatkan atau memuaskan kehidupan.

Hambatan Kepesertaan National Health Insurance

Jika pergi ke suatu negara dengan asuransi kesehatan nasional, akan ada hambatan atau kesulitan,
terutama jika ingin menjadi anggota. Berdasarkan hasil analisis artikel, faktor-faktor yang
berkontribusi pada banyaknya masyarakat yang belum mendaftar dalam program Jaminan
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Kesehatan Nasional telah ditemukan. Beberapa hambatan untuk bergabung dengan Jaminan
Kesehatan Nasional adalah yang berkaitan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti
proses pendaftaran, manfaat yang diterima, dan pembayaran premi. Menurut analisis artikel,
banyak orang yang tidak bergabung dalam program asuransi kesehatan nasional karena mereka
merasa sulit melakukan prosedur pendaftaran dan tempat pendaftarannya jauh. Oleh karena itu,
dapat disimpulkan bahwa jarak menjadi penghalang untuk bergabung dengan asuransi kesehatan
nasional. Persyaratan bahwa pendaftar harus memiliki rekening bank membuatnya sulit untuk
mendaftar. Ini karena mereka harus menabung dan membuka rekening bank. Studi di Ghana juga
menemukan bahwa mekanisme pendaftaran menghalangi orang untuk menjadi anggota Asuransi
Kesehatan Nasional dan bahwa administrator pendaftaran memberikan layanan yang tidak ramah,
yang menyebabkan tingkat kepuasan yang rendah[19]. Selain itu, biaya premi yang tinggi menjadi
kendala lain untuk bergabung dalam Jaminan Kesehatan Nasional secara mandiri; ini juga terkait
dengan jumlah anggota keluarga; responden yang memiliki banyak anggota keluarga cenderung
menolak untuk bergabung[20].

Namun, dalam skema manfaat yang diterima, ditemukan bahwa kualitas layanan kesehatan
memengaruhi keterlibatan National Health Insurance. Ketidakpuasan responden dengan layanan
kesehatan yang mereka terima menyebabkan mereka berpikir buruk tentang Jaminan Kesehatan
Nasional, yang mengakibatkan mereka menolak untuk mendaftar. Sejalan dengan penelitian yang
dilakukan di Arab Saudi[10], salah satu masalah yang dihadapi responden adalah ketidakpuasan
akan layanan kesehatan. 50,4% responden menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh sistem
rujukan, waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan layanan, dan kekurangan tempat tidur
rumah sakit.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum[8], kualitas pelayanan kesehatan menjadi
kendala bagi peserta untuk bergabung dengan Jaminan Kesehatan Nasional, ketersediaan tempat
tidur kelas III yang rendah, dan biaya yang harus dibayar oleh peserta. Selain itu, memiliki asuransi
swasta menjadi alasan responden menunda atau tidak sama sekali mendaftarkan dirinya dalam
Jaminan Kesehatan Nasional. Ini menunjukkan bahwa responden yang sebelumnya memiliki
asuransi swasta cenderung menolak atau sama sekali tidak bergabung dengan program Jaminan
Kesehatan Nasional.

Upaya Meningkatkan dan Mempertahankan Kepesertaan National Health
Insurance

Hasil analisis artikel menunjukkan upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan peserta
National Health Insurance. Dianggap sebagai upaya untuk terus meningkatkan kepesertaan untuk
meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemauan masyarakat. Program harus disosialisasikan
dan dipromosikan dengan menjangkau seluruh masyarakat dan mendorong masyarakat untuk
sosialisasi melalui berbagai sarana, seperti rumah, sekolah, dan tempat kerja. Upaya kebijakan
untuk meningkatkan partisipasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional mencakup optimalisasi
sosialisasi dan promosi[21].

Salah satu cara lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi adalah dengan
mengoptimalkan program Cordination of Benefit (CoB). Program ini merupakan kordinasi manfaat
yang berlaku bagi peserta yang membeli asuransi kesehatan tambahan dari penyelenggara
program asuransi kesehatan tambahan atau badan penjamin lainnya yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan, di mana BPJS Kesehatan akan menjamin biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan
tariff yang berlaku dalam program Jaminan Kesehatan Negeri.

Ini menunjukkan bahwa asuransi swasta yang ada di Indonesia harus bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan, yang bertanggung jawab atas program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk terus
meningkatkan partisipasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional, terutama di sektor informal, dapat
dimungkinkan dengan mengoptimalkan program ini[8].
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Sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan harus
meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan
mempertahankan kepesertaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah upaya
selanjutnya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan kepesertaan Jaminan
Kesehatan Nasional. Meningkatkan kualitas SDM akan mendorong sumber daya manusia yang
profesional untuk rumah sakit dan puskesmas, yang bermitra dengan program Jaminan Kesehatan
Nasional, untuk memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

10 artikel menunjukkan tingkat partisipasi, dengan rata-rata artikel menunjukkan hasil presentasi
peserta National Health Insurance yang lebih rendah daripada yang tidak. Umur, jenis kelamin,
pendidikan, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga adalah faktor predisposisi; faktor pendorong
adalah pengetahuan, pendapatan, dan dukungan keluarga dan sosial; dan faktor kebutuhan adalah
motivasi dan persepsi. Pendaftaran, manfaat yang diterima, premi, dan kepemilikan asuransi
swasta adalah beberapa hambatan atau hambatan untuk berpartisipasi dalam NHI.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan kepesertaan NHI termasuk
mengoptimalkan sosialisasi dan pemberian informasi terkait NHI, dan adanya program Cordination
of Benefit (CoB) di mana penyelenggara NHI akan bekerja sama dengan asuransi swasta untuk
meningkatkan kepesertaan, kualitas pelayanan, dan sumber daya manusia. Peneliti menyarankan
penyelenggara program untuk melakukan evaluasi secara berkala untuk terus meningkatkan dan
mempertingkatkan layanan.
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